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Abstrak Penelitian untuk mengetahui penerapan dalam pelayanan sistem jaminan sosial dengan
magqasid syariah berdasarkan perinsip-prinsip keadilan dan menpunyai tujuan untuk
melihat apa ada ketidaksesuian dalam dalam perinsip sistem jaminan sosial dan perinsip
keadilan dalam magqasid syariah Seperti sekarang ini yang dilakukan pemerintah
Indonesia. pemerintah Indonesia sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya dalam
membantu menghadapi resiko atau ancaman pada jiwa seseorang pemerintah
mengadakan asuransi berbasis jaminan sosial yang sekarang dikembangkan menjadi
BP]S Kesehatan.Hasil dari penelitian ini adalah Pada studi Islam mengatakan bahwa
jaminan sosial itu terdiri dari dua macam, yakni jaminan sosial tradisional dan jaminan
sosial berbentuk asuransi sosial. Maka berarti jaminan sosial yang dikatakan BPJS
disebut jaminan sosial tradisional atau At-Takaful Al-Ijtima’iy artinyajaminan sosial
yang ditanggung oleh negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui
instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan bahkan
termasuk pajak. Akad yang digunakan BP]S didasarkan pada ketentuan akad dan
personalia hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syari’ah. Dan juga sudah
sesuai dengan jenis-jenis akad yang diatur dalam hukum ekonomi Islam dimana akad-
akad tersebut termasuk dalam bagian dari akad tabarru’ (tolong-menolong) yang
sesuai dengan prinsip dari BPJS Kesehatan yaitu prinsip gotong royong.

Kata Kunci: penyelanggran Sistem Jaminan Sosial, Prinsip Keadilan Maqasid Syariah, Hukum
Syariah.
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Abstract Magqasid syariah based on the principles of justice and has the aim of seeing whether there
are discrepancies in the principles of the social security system and the principles of justice
in magqasid sharia. the people in helping them face risks or threats to a person's life, the
government held insurance based on social security which is now being developed into BPJS
Health. social. So that means the social security that BPJS says is called traditional social
security or At-Takaful Al-Ijtimaiy means social security that is borne by the state to
guarantee the basic needs of its people through philanthropic instruments such as zakat,
infaq, alms, endowments and even including taxes. BPJS is used based on the provisions of
the contract and legal personnel Fatwa of the National Sharia Council Number 98/DSN -
MUIL/X11/2015 Concerning Guidelines for Implementing Sharia Health Social Security. And
also in accordance with the types of contracts stipulated in Islamic economic law where
these contracts are included in part of the tabarru (help-to-help) contract which is in
accordance with the principles of BPJS Health, namely the principle of mutual cooperation.

Keywords: violation of the Social Security System, Maqasid Sharia Principles of Justice, sharia law
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Pendahuluand

Persoalan dibidang kesehatan sering kali mengemuka dalam suatu Negeri yang sedang
meningkat. Negeri dan pemerintah dituntut untuk mempersiapkan dan mengoptimalkan
kebutuhan masyarakat khusunya dibidang kesehatan. Tentu adanya kenaikan kualitas pelayanan
kesehatan sehingga mampu menangani persoalan kesehatan yang terdapat dimasyarkat. Dan
Indonesia yakni Negera hukum. seluruhnya peraturan diatur oleh pemerintah lewat peraturan
undang- undang yang berlaku. Seluruhnya peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-
undang wajib penuhi atas keadilan untuk seluruhnya pihak. Salah satunya tujuan pendirian Negeri
Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang- undang bawah negeri
republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang- undang bawah negeri republik
indonesia 1945 berupaya tingkatkan kesejaheraan rakyat. Kesejahteraan tersebut wajib bisa
dinikmati secara berkepanjangan, adil mereta menjangkau segala rakyat.

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia sudah meningkatkan tantangan berikut tuntunan
penindakan bermacam perkara yang belum terpecahkan. Dalam pembukan UUD alinea keempat
dinyatakan dengan tegas kalau tugas. Negeri RI merupakan melindungim segenap bangsa
Indonesia serta tumpah darah indonesia, memajukan kesejahterasn universal, mencerdaskan
kehidupan bangsa serta melaksakan kedisiplinan dunia, bersumber pada kemerdekaan,
perdamaian abadi serta keadilan sosial dan mempunyai tujuan buat mensejahterakan rakyatnya.
Pada UUD 45 pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat 1, ayat 2, serta ayat 3 pasal 34 ayat 1, serta
ayat 2 Undang- undang bawah Negeri Republik Indonesia. Kalau tiap orang berhak atas jaminan
sosial buat bisa penuhi kebutuhan bawah hidup yang layak serta tingkatkan martabatnya
mengarah terwujudnya warga yang sejahtera adil serta Makmur.

Pemerintah Mulai Melakukan Uji Coba Penghapusan Kelas 1-3 BP]S Kesehatan Per Juli 2022
Kelas-Kelas Tersebut Akan Digantikan Ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sehingga Iuran BPJS
Kesehatan Akan Disesuaikan Dengan Penghasilan Uji Coba Dilakukan Di 5 Rumah Sakit Milik
Pemerintahan. Kelas-Kelas BPJS Kesehatan Akan Digantikan Ke Kelas Rawat Inap Standar
(KRIS).Hingga Kini Iuran BPJS Kesehatan Masih Belum Mengalami Perubahan. Peserta Mandiri
Masih Mengacu Pada Sistem Kelas 1, 2, Dan 3.Sebagai Asuransi Kesehatan Utama Yang
Diselenggarakan Oleh Negara, Kini Sebagian Besar Masyarakat Di Indonesia Memilki BPJS
Kesehatan. BP]S Kesehatan Ini Resmi Menjadi Asuransi Sejak 2014. Namun Tidak Banyak Yang
Mengetahui Jika Jaminan Kesehatan Milik Negara Ini Sejak Tahun-Tahun Berdirinya Indonesia
Sudah Ada.

Metode

Article ini menggunakan metode penelitian tinjuan pustaka, dimana penulis mencari tulisan yang
berkaitan dengan Perbandingan Prinsip Keadilan Sistem Jaminan Sosial Dengan Maqasid Syariah
bermacam buku-buku dan Jurnal di gital Google Scholar dan Google Book yang didapat 9 yang
berkaitan , kemudian dilakukan analisi pendekatan hukum islam untuk mengetahui masih ada
kesesuainkah dalam perinsip keadilan

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Pandangan Hukum Syariah Terkait BPJS Kesehatan dalam Fatwa MUI dan
Bahtsul Masail NU

Komiisii Fatwa MUIi dalam forum Iijtiimak Ulama Komiisii Fatwa sei-lindoneisiia V yang
diiseileinggarakan dii Pondok Peisantrein at-Tauhiidiiyah, Ciikura, Teigal, Jawa Teingah pada
tanggal 7-10 Junii 2015, meingeiluarkan seibuah fatwa yang meinyatakan bahwa
peinyeileinggaraan jamiinan sosiial oleih BP]S Keiseihatan, teirutama yang teirkaiit deingan akad
antar para piihak, tiidak seisuaii deingan priinsiip syarii’ah, kareina meingandung unsur gharar,
maiisiir dan riiba. MUIi juga meindorong peimeiriintah untuk meimbeintuk, meinyeileinggarakan,
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dan meilakukan peilayanan jamiinan sosiial beirdasarkan priinsiip syarii’'ah dan meilakukan
peilayanan priima. Daliil-daliil yang diigunakan dalam fatwa teirseibut meincakup daliil beirupa
Al-Qur’an, hadiis, iijmak, daliil akal, seirta fatwa-fatwa teintang asusransii syariiah. Untuk daliil
daru AlQur an beirupa ayat-ayat yang meinyeibutkan riiba seipeirtii peirnyataan Al-Qur’an Jals

“Dan Allah meinghalalkan jual beilii dan melngharamkan riiba” (QS. Al- Baqarah 275), larangan
meimakan riiba yang beirliipat ganda Laiad Gaal 15501 SKEY e Gl Gl T e (QS. Alii ‘Tlimran:
130), suruhan beirbuat baiik pada keirabat, anak yatiim dan fakiir miiskiin oAl shp Ea) il
R &R Loy Julll 5 il calially QAT HSTTs sl o3 i umn, u_,ms\, (QS. An-Niisa’: 36),
keiwajiiban seisama musliim untuk saliing meinolong (=% 3 Al Eiaially ¢ shasall (QS. At-
Taubah: 71), seirta suruhan tolong melnolong dalam keibaiikan dan larangan tolong meinolong
dalam berbuat pelanggaran/ dosa ¢ 5373 5T Je 15833 ¥ 5 5 (o 38005 51 Jle 1445235 (QS. Al Maiidah: 2).

Daliil hadiis yang diikeimukakan dalam fatwa adalah hadiis teintang tolong meinolong seipeirtii
hadiis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim yang meinyatakan bahwa seisama orang
mukmiin iitu saliing beirkasiih sayang bagaiikan satu badan, seiorang musliim baru diianggap
beiriiman jiika meinciintaii saudaranya, dan hadiis yang beiriisii suruhan beirbagii deingan orang
lain. Seilanjutnya MUIi meincantumkan hadiis-hadiis teintang riiba seipeirtii hadiis bahwa
Rasulullah meilaknat peimakan, wakiil, peincatat, seirta saksii peirbuatan riiba (Hadiis riiwayat
Musliim), hadiis teintang akan datang suatu masa dii mana orang teirbiiasa makan riiba (Hadiis
riiwayat libnu Majjah), dan hadiis teintang beibeirapa jalan yang dapat meimbawa pada
peirbuatan  riiba (Hadiis  riiwayat Iibnu  Majjah). (https://  muii.or.iid/wp-
conteint/uploads/ZO17/02/ Hasiil IijtiimaUlama -V-Tahun-2015. pdf 57-60). Seiteilah daliil darii
yang diikeimukakan adalah iijmak yang meinyatakan selsungguhnya kaum muslumun dii seitiiap
teimpat dan waktu teilah beirseipakat untuk saliing tolongmeinolong, meinanggung, meinjamiin,
meiliindungii orang-orang yang leimah, meinolong orang-orang yang teirdhaliimii, meimbantu
orang-orang yang teiraniiaya. Siikap teirseibut teirceirmiin keitiika teirjadii keikeiriingan
(paceikliik) pada zaman Umar biin Khattab dan teirdapat dalam seijarah pada zaman Umar biin
Abdul Aziiz dii mana tiidak diiteimukan lagii orang miiskiin seihiingga muzakkii (orang yang
beirzakat) keisuliitan meineimukan mustahiiq (orang yang beirhak meineiriima zakat), (https://
muii.or.iid/wp-conteint/uploads/2017/02/  Hasiil-lijtiima-Ulama-V-Tahun-2015.pdf;:  61).
Seidangkan daliil akal adalah bahwa teilah diikeitahuii beirsama, masyarakat yang beirpeidoman
pada asas tolong-meinolong, iindiiviidunya saliing meinjamiin satu sama laiin, dan wiilayahnya
meirasakan keiciintaan, peirsaudaraan, seirta iitsar (meindahulukan keipeintiingan orang laiin),
maka hal teirseibut meimbeintuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tiidak teirpeingaruh oleih
goncangan-goncangan yang teirjadii. Deingan deimiikiian, wajiib bagii seitiiap iindiiviidu umat
lislam untuk meimeinuhii batas miiniimal keibutuhan hiidup seipeirtii sandang pangan, papan,
peindiidiikan, sarana keiseihatan, dan peingobatan. Jiika hal-hal pokok iinii tiidak teirpeinuhii
maka biisa saja meinyeibabkannya meilakukan tiindakan-tiindakan kriimiinal, bunuh diirii, dan
teirjeirumus pada peirkara-peirkara yang hiina dan rusak.

Badan Peinyeileinggara Jamiinan Sosiial (BPJS) meirupakan leimbaga yang diibeintuk oleih
neigara untuk meinyeileinggarakan program jamiinan Sosiial dii lindoneisiia beirdasarkan UU No.
40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011. BP]S mulaii beikeirja pada Januarii 2014. BPJS adalah
program peimeiriintah untuk meinjamiin keiseihatan meinjadiikannya murah dan teirjangkau
hukum asuransii. Seicara priinsiip, BPJS sama selpelrtu asuransii takaful diimana akadnya adalah
akad hiibah, dan gharar dalam akad hiibah diipeirboleihkan. seihiingga seicara priinsiip keirja
BP]JS seisuaii syariiah, diimana akadnya adalah hiibah seisama warga neigara lindoneisiia deingan
tujuan saliing tolong meinolong.
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Seilaiin iitu BP]S hanya seibagaii peingeilola yang diitunjuk Neigara deingan dana opeirasiional
yang diiteitapkan seitiiap tahunnya, seihiingga jiika ada keileibiihan dana yang diikumpulkan darii
masyarakat maka dana akan diikeimbaliikan kei Neigara, dan jiika ada keikurangan dana akan
diitutupii oleih Neigara, dan bukan piihak keidua yang diiuntungkan atau diirugiikan akiibat
klaiim darii peiseirta seibagaiimana layaknya asuransii konveinsiional yang diiharamkan. Namun,
kondiisii BPJS dalam prakteiknya pada saat iinii masiih diiteimukan hal-hal yang beirteintangan
deingan syariiat.

Gambaran umum BP]JS Kesehatan

BP]S Keiseihatan adalah seibuah leimbaga asuransii keiseihatan beirbadan hukum yang
meinjalankan program beirdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 yang mana deingan diibeintuknya
BPJS Keiseihatan maka hal iinii meirupakam seibuah peirliindungan sosiial yang diibeiriikan
peimeiriintah keipada masyarkat lindoneisiia yang leibiih baiik dan leibiih layak. Diimana dasar
asas yang diigunakan oleih BP]JS dalam meinyeileinggarkan siisteim jamiinan keiseihatan
nasiional meirupakan siisteim yang beirpeidoman pada asas keimanusiian , deingan manfaat
keiadiilan sosiial bagii seiluruh rakyat lindoneisiia. BPJS meirupakan badan hukum yang
diibeintuk oleih peimeiriintah untuk meinyeileinggarakan program jamiinan keiseihatan keipada
seiluruh warga neigara. Dalam peilaksanaannya, peirmasalahan yang seiriing kalii teirjadii pada
BP]JS, diiantaranya:

1. Keipeiseirtaan Peimeigang kartu KIiS (Kartu lindoneisiia Seihat) meirupakan warga miiskiin
yang iiurannya dii tanggung peimeiriintah. Beirbagaii meidiia peirnah meimbeiriitakan bahwa
peimeigang kartu BPJS keiseihatan peiseirta mandiirii ada yang meindapat peilayanan yang
kurang meimuaskan, beigiitu pula deingan peingguna kartu KIiS. Jiika diisandiingkan peilayanan
Kartu BPJS keiseihatan deingan Asuransii swasta /preimiium maka akan teirliihat
peirbeidaannya.

2. Biaya Opeirasiional Tiidak seiiimbangnya antara klaiim darii riibuan fasiiliitas keiseihatan
deingan iiuran preimii yang diiteiriima oleih BPJS Keiseihatan seihiingga sampaii tahun iinii BPJS
keiseihatan masiih meingalamii deifiisiit anggaran seibeisar 6 triiliiun rupiiah. Hal iinii
diikareinakan peiriilaku curang beibeirapa peiseirta yang hanya meindaftar dan meimbayar BP]S
keiseihatan keitiika seidang sakiit dan tiidak meineiruskan meimbayar keitiika sudah seimbubh.
Padahal biiaya yang teilah diikeiluarkan BP]S Keiseihatan untuk peinyakiit yang diideiriitanya
beilasan bahkan ratusan juta rupiiah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S)

Badan Peinyeileinggara Jamiinan Sosiial atau BP]S meirupakan leimbaga yang diibeintuk untuk
meinyeileinggarakan program jamiinan sosiial dii Ilindoneisiia. BPJS Keiseihatan ada seijak
Januarii 2014 meirupakan jamiinan keiseihatan nasiional yang meimbeiriikan manfaat
keiseihatan untuk seiluruh masyarakat deingan preimii teirjangkau. Meinurut buku peigangan
sosiialiisasii JKN dalam Siisteim Jamiinan Sosiial Nasiional (SJSN), diinyatakan bahwa Asuransii
sosiial adalah meikaniismei peingumpulan iiuran yang beirsiifat wajiib bagii peiseirta untuk
meimbeiriikan peirliindungan keipada peiseirta atas reisiiko sosiial eikonomii yang meiniimpa
meireika atau anggota keiluarganya ( UU S]SN No. 40 Tahun 2004). Seimeintara iitu SJSN adalah
tata cara peinyeileinggaraan program jamiinan sosiial oleih BPJS Keiseihatan dan
Keiteinagakeirjaan. Jamiinan Keiseihatan Nasiional (JKN yang diikeimbangkan dii lindoneisiia
meirupakan bagiian darii SJSN). SJSN dii seileinggarakan deingan meikaniismei asuransii
keiseihatan sosiial yang beirsiifat wajiib beirdasarkan UU No.40 Tahun 2004 teintang SJSN.

Magqasid Syari’ah
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Magasiid al-syarii'ah adalah tujuan Allah dan Rasul dalam meirumuskan hukum lislam Allah
tildak seimeina- meina dalam meineitapkan hukum, meilaiinkan ada maksud dan tujuannya.
Meinurut Wahbah al Zuhaiilii maqasiid al- syanah adalah niilaii-niilaii dan sasaran syarii'ah yang
teirsiirat dalam seigeinap atau seibagiian beisar hukum Niilaii dan sasaran iitu diipandang
seibagaii tujuan dan rahasiia syarii'ah yang diiteitapkan oleih Tuhan. Tujuan akhiir hukum
teirseibut hanya satu yaiitu mashlahah atau keibaiikan dan keiseijah teiraan umat manusiia.

Prinsip-prinsip Maqasid Syari’ah

Magqasyiid as-syariiah teirdiirii darii dua kata, yaiitu Maqasiid yang artiinya keiseigeijaan
atau tujuan dan syarii’ah artiinya jalan meinuju sumbeir aiir, iinii dapat pula diikatakan seibagaii
jalan kei arah sumbeir pokok keihiidupan. Adapun Maqasiid Syarii’ah yaiitu untuk keimaslahatan
manusiia. Keimaslahatan dapat teireialiisasiikan deingan baiik jiika liima unsur pokok dapat
diiwujudkan dan diipeiliihara, yaiitu agama, jiiwa, keiturunan, akal dan harta.

Dalam konteiks sosiial, Alquran meimaknaii adiil seibagaii beintuk peirsamaan, yaiitu
peirsamaan dalam hak, deingan tanpa meimandang siiapa, darii mana orang yang akan
diibeiriikan keiputusan oleih peineigak keiadiilan, seibaiimana fiirman Allah dalam surah al-Niisa
ayat 58:

et g 8 A1 ) 7 2y oKl Uans 1 ) & iy 152885 o 0T (58 A8 1305 bl 00 it 058 of i ala i )

"Sungguh Allah meinyuruhmu meinyampaiikan amanat keipada yang beirbak meineiriimanya,
dan apabiila kamu meimutuskan peirkara dii antara manusiia, maka heindaklah eingkan putuskan
deingan adiil. Sangh Allah seibaiik-baiik yang meimbeirii peingajaran keipadamu, Sungguh Allah
Maha Meindeingar, Maha Meiliibat" (QS. al-Niisa': 58).

BPJS Kesehatan dalam Kerangka Hukum Syariah

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Oleih kareina iitu, peimbiiayaan
keiseihatan yang diikeiluarkan oleih seitiiap warga neigara seiharusnya meinjadii tanggung jawab
neigara (peimeiriintah). Dalam kondiisii keiuangan neigara beilum mampu meinanggung seiluruh
biiaya keiseihatan rakyatnya maka peimeiriintah (Neigara) diiboleihkan meimungut darii
seibagiian warga yang mampu, untuk meimbantu warga yang tiidak mampu dan sangat tiidak
biijak jiika neigara meimungut darii warga yang tiidak mampu.

Kesimpulan

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara Oleih kareina iitu, peimbiiayaan
keiseihatan yang diikeiluarkan oleih seitiiap warga neigara seiharusnya meinjadii tanggung jawab
neigara (peimeiriintah). Dalam kondiisii keiuangan neigara beilum mampu meinanggung seiluruh
biiaya keiseihatan rakyatnya maka peimeiriintah (Neigara) diiboleihkan meimungut darii
seibagiian warga yang mampu, untuk meimbantu warga yang tiidak mampu dan sangat tiidak
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biijak jiika neigara meimungut darii warga yang tiidak mampu. Hal iinii beirlandaskan daliil Al-
qur'an:

L PN, T T I PPER PR PR (R T IR P PP
Qj.\d\)e.\}\‘;r_\}J}\&JY}{Z:‘:LQ)S.\]\})E:“‘_A:\)J}Lau}

“Dan tolong-meinolonglah kamu dalam (meingeiriijakan) keibajiikan dan takwa, dan jangan
tolong meinolong dalam beirbuat dosa dan peilanggaran.” (Al-Maiidah: 2).
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